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Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai
pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Dalam
mewujudkan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang termaktub
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan,
gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara
belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adanya kekosongan pengaturan pada
pengujian perkara constitutional complaint membuat cita-cita Indonesia sebagai negara
hukum belum sepenuhnya terwujud. Sehingga, penambahan kewenangan dalam tubuh
Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan A/- maslahah dan hermeneutika hukum menjadi

sangat penting untuk diteliti.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka dengan studi literatur. Jenis
pendekatan yang digunakan adalah Al- maslahah dan yuridis-hermeneutics. Sumber
sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder, dan tersier, meliputi Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi, buku karya I Dewa Gede Palguna yang berjudul Pengaduan Konstitusional
(Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional
Warga Negara dan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan MK yang relevan.

Mekanisme yang ditempuh untuk melaksanakan eonstitutional complaint di Mahkamah
Konstitusi adalah dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945 menjadi rumusan open-ended sehingga membuka kemungkinan
dilakukannya penambahan kewenangan  melalui “Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menerima perkara constitutional complaint ketika
pemohon sudah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau bahwa tidak ada upaya

hukum lain yang tersedia (exhausted).

Kata Kunci : Constitutional Complaint, Penemuan Hukum, Hak Konstitusional.
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MOTTO

Kelapangan hati adalah doa yang tidak pernah tamat dan Allah selalu mengetahui seluruh
isi hati kita, isi hati yang paling jujur.

Menjadi tulus, mandiri, pekerja keras, dan terpelajar adalah baik.
Maka, tetaplah menjadi versi terbaik dirimu dan menyibukkan diri dalam kebaikan.
Selalu berusaha serta tawakal. Dalam setiap jiwa terdapat cinta.
Bersabarlah sedikit lagi, atau kamu akan kehilangan.

Allah selalu ada dan selalu sesuai prasangka hamba-Nya.

“ .. Fa inna ma’al- ‘usri yusra, inna ma’al- ‘usri yusra.

Fa iza faragta fansab, wa ila rabbika fargab.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman
transliterasi  berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara
garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es (dengan titik diatas)
d Jim J Je

C Ha H Ha (dengan titik di atas)
¢ Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal V4 Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
& STATE BBEAM|C UNIVERSITYEsdanye
Sl 11 Sad 7 7S T T Es(dengan titik di bawah)
o2 . ‘),I;T,.rl.?ad.“.‘,\ '/ A A D Dg (dﬁggan titik di bawah)
] Ta g 4 Te (dengan titik di bawah)
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
g ‘Ain C Koma terbalik ke atas

& Gain G Ge

o Fa F Ef

] Qof Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El
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a Mim M Em
3 Nun N En
) Wau W We
~ Ha H Ha
s Hamzah ! Apostrof
It Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah | |

P

Vokal ragkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, trasnliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Seven O L\ FacAandanya 1. U TALV CIRPT AYdan 1
£LSYE e ¥V A B Y i}
.91 Fathahdan Au Adan U
wawu
Contoh :
< kaifa Jsg — haula
3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:
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Huruf

Tanda Nama Nama
latin

(O Fathah dan A a dengan garis di

alif atas
$eewe. | Fathahdanya A a dengan garis di

atas
Geewen. | Kasrah danya I i dengan garis di

atas
Seeenns Dammah dan U u dengan garis di

wawu atas

Contoh :
Jid qala Jeedqila
¢pJ - rama Jsds yaqilu

4. Ta marbiitah di akhir kata

Bila Ta marbiitah dibaca mati ditulis dengan A, kecuali kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila Ta marbiitah
diikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan A.

Bila Ta marbiitah hidup dengan harakat fathah , kasrah, dan dammah ditulis “t”.

Contohnya:
53¢ - hikmah £\ V1821 58 Karamah al-anliya’
5 — Jizyah N5 B3 - raudah al-atfal

S. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tandah syaddah (") dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan
pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddabh.

Contoh :

22 - a-hajj 3¢3 - al-haqq
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6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ J) «
(alif lam marifah). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak
mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :
seddd - al-falsafah 88 - al-zazalah (az-zalzalah)
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah
yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

&34 - al-nau’ &al — umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah
lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis
dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis: menurut cara trasnliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks. Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contohnya, F7 Zilal al-Qur’an.

9. Lafz al-Jalalah ()
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya adalah sty billah.
10. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya

huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital
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digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Contohnya, Al-Gazali.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara
demokrasi yang mendasarkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan konstitusi. Indonesia
meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang
mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini
merupakan amanat yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam rangka menjamin konstruksi tersebut, seluruh
penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan membentuk undang-undang dan
berbagai peraturan negara yang lainnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan
konstitusi.

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945, salah satu ide diterimanya
pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK RI)
adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk
undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi' (selanjutnya disebut UU MK), kewenangan MK RI adalah
menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai
politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum?. Selain itu, berdasarkan
Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang
ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK Rl adalah memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah
melakukan pelanggaran® hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi

'Undang-Undang a quo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

’Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan
“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh
Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan”. Sejak diundangkannya Undang-Undang a quo perkara perselisihan
tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi.
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memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945. Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut, MK RI disebut sebagai
pengawal Kkonstitusi (the guardian of the constitution) yang selanjutnya membawa
konsekuensi MK RI berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the
constitution).

Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki salah satu fungsi yakni sebagai

pengaturan dalam melindungi hak asasi manusia yang kemudian menjadi  hak
konstitusional warga negara.® Konstitusi merupakan kristalisasi normatif atas tugas negara
dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan
berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaan secara hukum yang
diarahkan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.* Oleh karena itu,
MK RI juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy),
pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional
rights) serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Jimly Assiddiqie
pun mengatakan bahwa salah satu unsur mutlak yang harus ada dalam negara hukum
adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights).’
Pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia terdapat
dalam muatan UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28 A sampai 28] UUD 1945 yang menjamin
hak-hak konstitusional warga negara secara akomodatif. Namun, mengagungkan adanya
pengakuan hak asasi manusia tanpa perlindungan atau mendengungkan perlindungan tanpa
tersedia upaya hukum yang cukup merupakan pengingkaran terhadap pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara.

Salah satu ~upaya hukum, untuk . mengakomodir perlindungan terhadap hak
konstitusional-warga negara adalah dengan menghadirkan kewenangan sebuah lembaga
negara untuk mengadili sebuah pengaduan konstitusional (constitutional complaint).
Dalam pengertian umum, constitutional complaint dapat diartikan sebagai pengaduan atau
gugatan yang diajukan oleh perorangan ke MK RI terhadap perbuatan (atau kelalaian)
suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak

3Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),
hlm. 216

*Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 142

5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),
hlm. 343
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konstitusional orang yang bersangkutan.® Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemerintah,
lembaga perwakilan, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi.

Di banyak negara, kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan pokok sebuah
Mahkamah Konstitusi. Namun, di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan
kewenangan constitutional complaint atau pengaduan konstitusional warga negara kepada
MK RI.” Dalam konteks historis, negara yang pertama kali mempraktikkan constitutional
complaint adalah Jerman yang diatur dalam Konstitusi Jerman
(Bundesverfassungsgerichts). Di Benua Afrika, salah satu negara yang juga mempunyai
Mahkamah Konstitusi dengan memiliki kewenangan constitutional complaint yaitu Afrika
Selatan. Sedangkan di Asia, Korea Selatan adalah negara yang sudah lama menerapkan
constitutional complaint (HUN-MA dan HUN-BA) sebagai salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusinya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) The Constitutional Court
Act of Korea.® Sementara belum adanya kewenangan constitutional complaint dalam tubuh
lembaga yudikatif di Indonesia tidak seimbang dengan banyaknya perkara yang secara
substansial merupakan constitutional complaint.

Sejauh ini, kewenangan MK RI dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 (judicial review) merupakan kewenangan yang sangat tertib dilaksanakan.
Terlebih pada dasarnya peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen yang
paling penting dalam sistem hukum nasional. Sehingga, peraturan perundang-undangan
yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berada di atasnya. Mekanisme tersebut dihadirkan untuk menghindari terjadinya
pertentangan hukum pada tingkatan peraturan perundang-undangan dilakukanlah sebuah
mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut terhadap peraturan yang
lebih tinggi.” Namun, sejauh ini banyak perkara yang diajukan ke MK RI secara formal
dalam bentuk pengujian undang-undang tetapi secara subtansial termasuk pengaduan

konstitusional (constitutional complaint).

] Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum
terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1

"Hamdan Zoelva, Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai
Negara, Makalah Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 7.

8http://panmohamadfaiz.com., diakses tanggal 4 Oktober 2018

Heru Setiawan, Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam  Upaya
Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution, Tesis Program Studi
Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2017, him. 12
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Banyak perkara yang diajukan ke MK RI yang terindikasi melanggar hak
konstitusional, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak
pengadu tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) atau ditarik kembali oleh
pengadu sebelum proses peradilan dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena tidak
tersedianya kewenangan mengadili perkara tersebut di MK RI. Kewenangan MK RI untuk
memutus constitutional complaint masih terkendala, karena kewenangan tersebut belum
termuat secara ekplisit didalam UUD 1945. Menurut mantan hakim konstitusi H.M Laica
Marzuki, MK RI belum dapat menampung dan menyalurkan keluh kesah (personal
grievance) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konsttusional
setiap individu warga Negara, karena MK RI tidak memiliki wewenang atas itu.'°

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka
fungsi MK RI sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan
dalam Constitutional Complaint."' Gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan
konstitusional di Indonesia sejatinya telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf

(13

sandingan perubahan UUD 1945, yaitu: “... Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa
pengaduan konstitusional atau constitution complaint dari warga negara”. Komisi
Konstitusi mengusulkan agar Pasal 24C Ayat (1) hasil Perubahan Ketiga UUD 1945
ditambah dengan pengaturan mengenai constitutional complaint. Berdasarkan usulan
tersebut, terlihat adanya kehendak dari Komisi Konstitusi untuk memasukkan masalah
constitutional complaint yang penanganannya menjadi kewenangan MK RI. Sebagaimana
dijelaskan di atas bahwa salah satu maksud dari pembentukan MK RI adalah sebagai
mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan. UUD 1945 dalam bentuk undang-undang.
Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan: terhadap hak-hak
warga negara yang-hak-haknya dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945). Sebagaimana telah
diketahui bahwa kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah adanya
perlindungan terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan salah satu upaya untuk

mewujudkannya melalui mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional

complaint)."?

10 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi,
(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 248

"Mukhlish, “Constitutional Complaint: Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga
Negara,” terdapat dalam http://mfile.narotama.ac.id. Diakses tanggal 11 November 2018

2 Achmad  Edi Subiyanto, Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan
Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011
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Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis
mengenai Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga

Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep constitutional complaint ditinjau dari perspektif A/- maslahah?
2. Bagaimana mekanisme perluasan kewenangan MK RI untuk menjalankan
constitutional complaint ditinjau dari A/- maslahah dan teori penemuan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep constitutional complaint dalam
tinjauan maslahah serta kemungkinan perluasan kewenangan MK RI
menerima perkara constitutional complaint

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontruksi ideal mekanisme perluasan

kewenangan MK RI dalam menerima perkara comnstitutional complaint.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan
menjadi dua aspek,-yaitu;

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi
pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya, dan
lebih “khusus mengenai masalah penafsiran hukum dan kewenangan
constitutional complaint dengan menggunakan pendekatan Al-maslahah
demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pengambilan
kebijakan regulasi dibidang pembentukan Undang-Undang Dasar dan
undang-undang mengenai kewenangan constitutional complaint. Selain itu,
metode tafsir peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dapat

digunakan pemerintah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat
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untuk melakukan penemuan hukum yang mendukung terjadinya pemenuhan
kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam

Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Constitutional Complaint
sebagai Perlindungan Hak Konstitutional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema
penelitian ini sebagai berikut:

Karya Pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Najichah dengan
judul “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum dan
Hak Konstitusi di Indonesia)”. Penelitian tersebut membahas mengenai constitutional
complaint ditinjau dari perspektif politk hukum dengan garis hukum pembukaan UUD
1945 dan dikomparisakan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
pemerintah seharusnya menyediakan mekanisme constitutional complaint sebagai jalur
upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga Negara Indonesia untuk mempertahankan
hak konstitusinya dari semua produk hukum. Dalam politik hukum, constitutional
complaint merupakan ius constituendum atau hukum yang akan atau seharusnya dimasa
mendatang. Dari sudut pandang hukum Islam, constitutional complaint adalah upaya
pelindung hak konstitusi warga Negara dari kezaliman penguasa dan perlindungan HAM
dalam Islam merupakan kewajiban seorang pemimpin (pemerintah dalam sebuah negara).
3 Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme constitutional
complaint ditambahkan dalam kewenangan MK RI.

Karya Kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Dhiana Oktaviani
Putri dengan judul “Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui
Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi”. Penelitian tersebut membahas
mengenai urgensi dan mekanisme dari kewenangan constitutional complaint pada tubuh
MK RI untuk mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga negara secara

maksimal. Dalam penelitian tersebut disampaikan kesimpulan bahwa MK RI belum secara

BNajichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum (Menyoal Keadilan Hukum
dan Hak Konstitusi di Indonesia),” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2012).
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penuh dapat melindungi hak konstitusional warga negara karena tidak memiliki
kewenangan constitutional complaint. Sehingga penambahan kewenangan dalam MK RI
merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan. Penambahan kewenangan tersebut dapat
dilakukan melalui penafsiran konstitusi dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai kewenangan MK RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD.
4 Secara jelas bahwa skripsi tersebut tidak menyentuh tinjauan maslahah dalam
menganalisis pentingnya constitutional complaint dihadirkan.

Karya Ketiga yang perlu ditinjau ialah tesis yang disusun oleh Heru Setiawan, S.H
dengan judul “Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya
Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution”.
Penelitian tersebut membahas mengenai kebutuhan akan penanganan perkara
constitutional complaint dan constitutional question yang belum dapat diwadahi karena
belum adanya payung hukum terkait kewenangan tersebut pada tubuh MK RI dan dalam
kesimpulannya disebutkan bahwa penambahan kewenangan dapat dilakukan melalui
amendemen UUD 1945 atau mengubah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan tesis tersebut disampaikan
bahwa gagasan pengaturan constitutional complaint dapat dilakukan dengan cara
perubahan terhadap UUD 1945 dan UU MK atau dengan meminta penafsiran dari
pembuat undang-undang tentang original intent dari Pasal 10 ayat (1) UU MK'". Tesis
tersebut tidak mengupas tuntas mengenai konsep penafsiran orginal intent dalam sebuah
peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karya Keempat yang perlu ditinjau adalah skripsi karya, Ahmad Zulal Abu Main yang
berjudul “Perspektif: Sivasah Dusturiyyah terhadap ~Kensep Constitutional Complaint
dalam Kewenangan Mahkamah  Konstitusi”’. Penelitian tersebut- membahas mengenai

konsep constitutional complaint dalam kewenangan MK RI yang ditinjau dari teori hukum

1Dhiana Oktaviani, “Urgensi Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional
Complaint di Mahkamah Konstitusi, ’skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
(2018).

sHeru Setiawan, S.H.,“Reknseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya
Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution,” tesis Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang (2017).
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dan siyasah dusturiyyah khususnya pada kepentingan perlindungan HAM dalam Islam.'®
Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa MK RI adalah lembaga yang tepat untuk
mengadili constitutional complaint dan skripsi tersebut hanya membahas dari perspektif
siyasah dusturiyyah saja.

Karya Kelima yang perlu ditinjau adalah skripsi karya Moh. Ady Nugroho yang
berjudul “Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi dalam Pengajuan
Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.” Penelitian tersebut
membahas mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
di MK RI yang ditinjau dari hermeneutika hukum sebagai penemuan hukum baru. Dalam
kesimpulannya disebutkan bahwa aktualisasi kewenangan tersebut dapat ditempuh dengan
mengembangkan asas ius curia novit, lex superior derogate legi inferiori serta sumpah
hakim MK sebagaimana praktik di Amerika. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah
dengan mempositifkan perluasan kewenangan ini dalam UU MK.!” Walaupun skripsi ini
membahas konsep hermeneutika hukum secara komprehensif akan tetapi yang diteliti
adalah tentang constitutional review bukan constitutional complaint.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di atas dengan
karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dan objek dari
penelitian. Meskipun sama-sama meneliti mengenai kewenangan constitutional complaint
dalam tubuh MK RI, tetapi penyusun lebih menekankan pada analisis penemuan hukum

yakni konsep A/-maslahah dan hermeneutika hukum.

E. Kerangka Teoretis
1. Negara Hukum
Salah.satu-buah reformasi bangsa Indonesia adalah terselesaikannya gagasan
amendemen UUD 1945. Dimana dalam Pasal | ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.'® Hal tersebut merupakan penegasan mengenai

Ahmad Zulal Abu Main, “Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Constitutional
Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Ampel, Surabaya (2018).

7 Moh. Ady Nugroho, “Kewenangan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi dalam
Pengajuan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang,” skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017)

3Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
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prinsip Negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh The Founding Fathers. Konsep
negara hukum diharapkan mampu mencptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh
rakyat Indonesia. Menurut Jimly Ashiddiqie, konsep negara hukum diidealkan bahwa yang
harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan
politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa
Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Di
samping itu, yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem,
bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang
mengaturnya.

Secara umum terdapat 2 (dua) pemikiran besar menyangkut konsep negara hukum.

Konsep tersebut ada dalam pemikiran Eropa Kontinental yaitu paham rechtstaat dan Anglo
Amerika yaitu paham rule of law (bertumpu pada sistem anglo saxon atau common law
system).

Menurut Freidrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan

istilah ‘rechsstaat’ mencakup empat elemen penting, yaitu:

a. Perlindungan hak asasi manusia

b. Pembagian kekuasaan;

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

d. Peradilan tata usaha Negara. '’

Pada wilayah anglo saxon, muncul pula konsep negara hukum (rule of law) dari

A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Supremasi aturan-aturan hukum. (supremacy of law), tidak adanya kekuasaan
sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang
hanya-boleh dihukum kalau melanggar hukum;

b. Kedudukan yang sama dalam mengahadapi hukum (equality before the law);

c. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.?°

Ciri-ciri negara hukum juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya,

elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila terdiri dari: (1)

1 Adi Sulistyono, “Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral”, Cetakan I,
(Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS
PRESS) Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 32.

20Ridwan H.R, Hukum Administarsi Negara, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), hlm.5.
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Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, (2) Hubungan
fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, (3) Pinsip penyelesaian
sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah
gagal, (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.?!

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi
perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini, dapat dikatakan bahwa terdapat 12 (dua
belas) prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (supremacy of law), Persamaan
dalam Hukum (equality before the law), Asas Legalitas (due process of law), Pembatasan
Kekuasaan (limitation of power), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang
Bebas dan Tidak Memihak (independent and impartial judiciary), Peradilan tata Usaha
Negara (administrative court), Peradilan Tata Negara (constitutional court), Perlindungan
Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (democratische-rechtstaat), Berfungsi sebagai
sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat), serta Transparansi dan Kontrol
Sosial.?

Dengan demikian, prinsip negara hukum di Indonesia harus dipahami sebagai cita-
cita dalam mewujudkan hukum yang menyentuh segala aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara secara menyeluruh.

2. Penemuan Hukum
a. Al- maslahah
Dalam-hukum Islam pun terdapat metode penemuan hukum yang secara garis
besar ada dua metode penemuan hukum Islam ‘yang paling umum digunakan dalam
mengaji dan membahas hukum Islam, yakni metode istimbath dan ijtihad. Metode
Istimbath adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan hukum Islam dari dalil nash baik
dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun dari Sunnah, yang lafal (perkataannya) sudah jelas/pasti.

Jalan istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum

2l Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-
prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
Peradilan Administrasi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), him. 154-162.
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dari dalil. Sementara metode ijtihad adalah cara mengkaji hukum Islam dari nash (teks),
baik dari ayat Al-Qur’an maupun Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam,
mengingat lafal (perkataannya) belum pasti. Karena sifatnya yang belum pasti, sangat
mungkin terjadi pemahaman berbeda dari para ulama.Metode ijtihad meliputi ijma, giyas,
al- maslahah, ihtisan, ihtishhab, dan al 'urfu.”

Dalam hal penemuan hukum terhadap sebuah peraturan perundang-undangan di
Indonesia, yang memungkinkan untuk digunakan adalah al- maslahah , yakni
pertimbangan kepentingan masyarakat (kemaslahatan). Menentukan hukum atas dasar al-
maslahah tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam teks (contoh: Al
Qur’an dan As-Sunnah). Dalam konteks metode ijtithad, Prof. Dr. Amir Mu’allim
menawarkan suatu metode ijtihad alternatif yang disebut metode ijtihad responsif, yaitu

metode yang alurnya adalah sebagai berikut:>*

1) Mengidentifikasi dan memahami
permasalahan yang ada, 2) Mencari dan memahami teks yang berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi, 3) Membaca filosofi teks untuk menemukan substansi pesan
teks, 4) Melihat maqasid syari’ah yakni mengenai tujuan yang akan diwujudkan dalam
bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, 5) Memahami realitas
sosial termasuk sejarah sosial dan pendapat ulama/pakar. Dalam pelaksanaan ijtihad,
faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta harus sesuai dengan tuntutan zaman, 6) Meresponsifkan
substansi pesan teks, pemahaman magqasid syari’ah, pendapat ulama/pakar, realitas sosial,
dan problem yang dialami, 7) Menemukan dan menetapkan solusi yang dianggap benar
untuk menjawab permasalahan yang ada.

Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, af- maslahah itu berarti
kemanfaatan (keuntungan) dan menolak kerusakan, karena mencapai kemanfaatan dan
menolak kerusakan merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau
kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Akan tetapi yang
dimaksud dengan al- maslahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun
tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas
mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, nasib atau keturunan mereka, dan
harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas

lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang

23 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum ..., hlm. 122-124

24Ibid., hlm. 126
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menafikkan lima pokok dasar) adalah al- maslahah. Semua yang mengandung
pemeliharaan tujuan syara’ yang lima tersebut merupakan al- maslahah dan semua yang
mengabaikan tujuan tersebut merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang
mengabaikannya itu justru merupakan al- maslahah.

Konsep al- maslahah dalam ruang lingkup magasid as-syari’ah memiliki
beberapa tingkatan. Ulama ushul figh membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi,
sebagai berikut?’:

a. Al- maslahah ad-Dhaririyah (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan

dengan kebuthan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

b. Al- maslahah al-Hajiyah (sekunder) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan
dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar
manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan
(tawassu’ al- maqasid).

c. Al- maslahah at-Tahsiniyyah (tersier) yaitu kemaslahatan yang memelihara
kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan
layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu
yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

b. Hermeneutika Hukum

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara
mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak terlebih
seiring berkembangnya -jaman. . Sehingga, peraturan, hukum. yang kurang jelas harus
dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar
hukum tersebut dapat diterapkan dengan’ aspek  keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan.?°

Salah satu istilah penemuan hukum adalah rechvinding yang memiliki arti bahwa
bukan hukumnya tidak ada, melainkan hukumnya sudah ada, tetapi masih perlu digali dan
ditemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (das sollen) baik tertulis ataupun tidak,
tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (das sein) dari perilaku itu sebenarnya

dapat digali atau ditemukan hukumnya. Maka istilah penemuan hukum dirasa lebih tepat

25 Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mankhul min Taligat al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 139

26 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Y ogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28
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adanya.”” Penemuan hukum pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat
luas cakupannya. la dapat dilakukan oleh individu, ilmuwan/peneliti hukum, para penegak
hukum, bahkan direktur perusahaan swasta dan BUMN/BUMD. Namun, dalam diskursus
penemuan hukum, lebih banyak dibicarakan pada upaya penemuan hukum oleh hakim,
pembentuk undang-undang dan peneliti hukum.?

Pembentuk undang-undang melakukan penemuan hukum, meskipun tidak
menghadapi peristiwa konkret atau konflik seperti hakim, tetapi untuk menyelesaikan atau
memecahkan peristiwa abstrak tertentu (belum terjadi, tetapi besar kemungkinan akan
terjadi di waktu mendatang). Sehingga sifatnya adalah preskriptif. Hasil penemuan
hukumnya merupakan hukum, karena dituangkan dalam bentuk undang-undang sekaligus
menjadi sumber hukum. Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua,
yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara keduanya
adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang
pada bunyi teks itu. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya
untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi
berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum
sebagai suatu sistem.”’

Secara etimologis, kata ‘hermeneutik’ atau ‘hermeneutika’ itu merupakan padanan
kata dari bahasa Inggris; ‘hermeneutic’ (tanpa ‘s’) yang dimaksudkan sebagai sebuah
bentuk adjective (kata sifat) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat
diartikan sebagai tafsiran, yakni menunjuk kepada ‘keadaan’ atau sifat yang terdapat dalam
satu penafsiran dan. ‘hermeneutics.’ (dengan hruf °s’) yaitu sebuah kata benda (noun). Kata
ini mengandung tiga arti: >

1. IImu penafsiran;
2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan

penulis;

27 Ibid., hlm. 31.
28 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, (Y ogyakarta: UII Press, 2005), him. 5

Y Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: PT Gunung
Agung Tbk), 2002, hlm. 64

NFakhruddin Faiz, Hermeneutika Qur’ani (Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi),
(Yogyakarta: Qalam), 2002, hlm. 20-21
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3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab
suci.

Kata hermeneutics juga berasal dari turunan kata benda “hermeneia” (bahasa
Yunani), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’. Dalam
kosakata kerja, ditemukan istilah “hermeneuo” dan/atau “hermeneuein”. Hermeneuo
artinya ‘mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata’; dan hermeneuein
bermakna ‘mengartikan’, ‘menafsirkan’ atau ‘menerjemahkan’ dan juga ‘bertindak sebagai
penafsir’.3! Ketiga pengertian yang terakhir ini sebenarnya mau mengungkapkan bahwa
hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang relative gelap ke suatu
yang lebih terang.*

Dalam pengertian pertama, hermeneuien dapat dipahami sebagai proses mengubah
sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pengertian tersebut merupakan
peralihan dari sesuatu yang relatif abstrak dan gelap kepada ungkapan pikiran yang lebih
jelas dalam bentuk bahasa yang dipahami manusia. Pemadatan pikiran ke dalam bahasa
semacam ini sudah merupakan langkah ‘mengartikan’. Pada pengertian kedua,
‘menafsirkan’ atau ‘menerjemahkan’, terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing
yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas.
Sedangkan pengertian ketiga, yaitu pada waktu seseorang yang bertindak sebagai
(penafsir/mufassir) sedang menafsirkan sesuatu teks, maka ia melewati suatu proses
transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju ke yang lebih
jelas/konkret; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari
pekerjaan seorang penafsir/mufassir.”

Di samping itu, Gregory Leyh berpendapat dalam buku bunga rampainya “Legal
Hermeneutics: History, Theory, and Practice”, dimana Gregory mengutip pendapat
gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus

yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema

31 Muzairi, “Hermeneutik Dalam Pemikiran Islam”, dimuat dalam Sahiron Syamsuddin, dkk.,
Hermeneutika al-Qur’an (Mahzab Yogya), (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 53

32 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks),
(Yogyakarta: UII Press, 2005), him. 20

33 Ibid.
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hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh,
dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.>*

Jazim Hamidi menyebutkan bahwa definisi dari hermeneutika hukum adalah
ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau sebuah metode
interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara
holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut
bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah
kuno, ayat-ayat ahkam dalam kitab suci, ataupun berupa pendapat dan hasil ijtithad para
ahli hukum (doktrin).*®

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan
membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi
juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioralis yang terlalu empiris
sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kesempatan kepada para
pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat demi kepentingan profesi dan metode logis
formal saja. Selain itu, hermeneutika hukum juga menganjurkan agar para pengkaji hukum
supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari prespektif para pengguna
dan/atau para pencari keadilan.®

Relevansi dari kajian heremenutika hukum mempunyai dua makna sekaligus:3’
Pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks
hukum atau naskah normatif. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus
selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun tersirat, atau
antar bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada, tiga persyaratan yang
harus dipenuhi-oleh seorang penafsir, yaitu; memenuhi subtilitas-intellegendi (ketepatan
pemahaman), - subtilitas explicandi (ketepatan “penjabaran), dan- subtilitas applicandi
(ketepatan penerapan). Maka, tidak berlebihan jika para pakar metodologi penelitian ilmu
sosial, hukum, dan filsafat beranggapan bahwa metode hermeneutika itu merupakan suatu

alternatif yang tepat dan praktis untuk mmahami naskah normatif.

34Ibid., hlm. 42-43.
3]bid., hlm. 45.
361bid., hlm. 48.

37Ibid., hlm. 48-49

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



16

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi
dengan “teori penemuan hukum”. Hal ini ditampilkan dalam proses timbal balik antara
kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Sebab, dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus
mengualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-
kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum

modern.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan
kepustakaan (/ibrary research). Library research merupakan serangkaian kegiatan
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan
sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.>®

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur
seluruh konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang dibahas.
Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan
Jenis pendekatan yang digunakan adalah. a/- maslahah . dan hermeneutika hukum.
Pendekatan al- maslahah dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks hukum
berupa peraturan perundang-undangan yang-terkait secara-langsung maupun tidak
langsung terhadap pengaturan kewenangan constitutional complaint di MK RI
dan menganalisisnya dengan al- maslahah . Sedangkan hermeneutika difungsikan
untuk melakukan kerja penafsiran atas teks hukum yang telah didapatkan demi
mengetahui semangat yang terkandung didalamnya, sekaligus untuk mencari
jawaban atas dibutuhkannya wadah penanganan constitutional complaint di
Indonesia.

4.  Sumber Data

38 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3
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Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data

primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer
Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan kewajiban
MK RI dalam hierarki hukum yang paling tinggi yakni UUD 1945 dan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang No. 8 Tahun
2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Sekunder
Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan
terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi,
jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitan, perkembangan
putusan MK RI, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk
mendukung penelitian ini. Contohnya adalah buku yang berjudul Pengaduan
Konstitusional  (Constitutional ~Complaint) Upaya Hukum terhadap
Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara karya I Dewa Gede
Palguna dan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Data Tersier
Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat
digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar
ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara. yang selanjutnya dapat
digunakan untuk- analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang

diteliti-Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Constitutional Complaint sebagai Perlindungan
Hak Konstitutional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai
berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang
akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, dan
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sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan
dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang
berkaitan dengan maslahah dan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum
baru yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, sejarah, dan bekerjanya teori
penemuan hukum (rechvinding) dalam al- maslahah dan hermeneutika hukum.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep constitutional complaint sebagai
perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia yang berprinsip sebagai negara
hukum. Penyusun juga akan mengupas mengenai prinsip hak konstitusional dalam Islam
serta beberapa mekanisme perlindungan hak konstitusional dan model constitutional
complaint di beberapa negara.

Bab keempat, berisi analisis mengenai apakah Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dimungkinkan memiliki kewenangan melakukan pengujian constitutional
complaint. Bab ini juga menjawab mengenai analisis constitutional complaint dengan
prespektif al- maslahah dan mekanisme constitutional complaint yang paling tepat untuk
dilakukan di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan
skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua

sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan oleh penyusun dalam
Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa constitutional complaint merupakan
bagian dari pengujian konstitusionalitas (constitutional review) yang berfungsi untuk
menjamin prinsip negara hukum dengan mekanisme perlindungan hak konstitusional
warga negara yang maksimum. Ditinjau dari perspektif A/-Maslahah sebagai dasar untuk
menemukan hukum baru, constitutional complaint merupakan wujud dari Maslahah al-
Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan
pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan
memeliharaa kebutuhan mendasar manusia, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap
hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara Di samping itu, jika ditinjau dari
segi kandungan al-maslahah, constitutional complaint merupakan A/- maslahah al-Ammah
yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hal demikian
jelas karena constitutional complaint merupakan upaya hukum yang hadir untuk
kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Sehingga constitutional complaint harus
benar-benar diprioritaskan demi kemaslahatan umum, yaitu terselenggaranya konsep
negara hukum dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di samping itu, dengan menggunakan interpretasi historis, gramatikal,
sosiologis/teleologis, ekstensif, dan otentik dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang
ditempuh untuk melaksanakan constitutional complaint agar masuk sebagai salah satu
wewenang MK RI adalah dengan melakukan perubahan -terhadap rumusan limitatif
ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi rumusan yang open-ended sehingga
membuka kemungkinan dilakukannya penambahan kewenangan melalui peraturan
perundang-undangan, yaitu UU MK. Selanjutnya, MK RI nantinya akan menerima perkara
constitutional complaint ketika pemohon sudah menggunakan segala upaya hukum yang
ada atau bahwa tidak ada upaya hukum lain yang tersedia (exhausted). Dengan demikian,
Indonesia sebagai negara hukum telah memenuhi perlindungan hak asasi manusia dan hak
konstitusionalitas warga negara secara praktik dan telah menyediakan kepastian hukum

untuk kemaslahatan.
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B. Saran

Berkenaan dengan penelitian dalam skripsi ini, saran yang penyusun sampaikan adalah
bahwa untuk mewujudkan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana
telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus selalu
mengupayakan perwujudan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara
maksimum. Ketika perlindungan hak asasi manusia telah menjadi kebutuhan yang nyata,
maka pemerintah wajib mengupayakan hadirnya upaya hukum untuk kepentingan seluruh
warga negara Indonesia. Jika jalan melalui perubahan UUD 1945 memang dirasa sulit
untuk dilakukan, baik secara politis maupun prosedural, maka upaya penafsiran hukum
sebagaimana yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat dilakukan sebagai langkah
jangka pendek untuk menjawab permasalahan yang saat ini ada. Hal tersebut semata-mata

demi kemaslahatan seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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